PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR    34   TAHUN 2003

TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C 

DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa  Bahan Galian Golongan C merupakan salah satu  bahan galian  yang penting terutama dalam rangka menunjang kegiatan Pembangunan Daerah sekaligus merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, maka  perlu dikelola secara intensif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna;



	
	
	c.
	bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Pertambangan, khususnya Bahan Galian Golongan C dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Daerah/Kota, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih tentang Izin Usaha   Pertambangan  Bahan  Galian  Golongan  C  dalam  Wilayah Kota Prabumulih.  



	
	
	
	


	Mengingat
	:
	1.
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);



	
	
	2.
	Undang-undang Nomor 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);



	
	
	3.
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



	
	
	4.
	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  IndonesiaTahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);




	
	
	5.
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);



	
	
	6.
	Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



	
	
	7.
	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);



	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2916);



	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);



	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);



	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);



	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3939);



	
	
	13.
	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);




	
	
	14.
	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);



	
	
	15.
	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);




Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KOTA PRABUMULIH




BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih

3. Gubernur Adalah Gubernur Propinsi Sumatera Selatan

4. Walikota adalah Walikota Prabumulih

5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih

6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih

7. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan / Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan.

8. Eksplorasi adalah segala penyidikan Geologi Pertambangan untuk menetapkan teliti/seksama adanya sifat letakan Bahan Galian.

9. Eksploitasi adalah Usaha Pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan galian dan memanfaatkannya.

10. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam galian itu.

11. Pengangkutan adalah usaha pemindahan Bahan Galian dan hasil olah pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian.

12. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan pemurnian Bahan Galian;

13. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

14. SIPD adalah Surat Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang hak dan Kewajiban melakukan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

15. SIPD Non Mekanis adalah Surat Kuasa Pertambangan Daerah yang berisikan wewenang hak dan Kewajiban melakukan semua atau sebagian tahap usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dalam kegiatan usahanya menggunakan peralatan sederhana (manual);

16. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, megembangkan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna bahan yang diakibatkan oleh Pertambangan umum;

17. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keseimbangan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kwalitas nilai dan keanekaragamannya;

18. Leges biaya pelayanan Administrasi yang dibayarkan kepada pemerintah Daerah yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;

19. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

(1) Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi;

b. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Ekspoitasi;

c. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengolahan atau pemurnian;

d. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Pengangkutan atau penjualan;

e. SIPD Non Mekanis.

(3) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini hanya untuk kegiatan pertambangan sepanjang yang tidak terletak dilepas pantai dan atau yang pengusahannya dilakukan dalam rangka Penanaman Modal Asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal  3

Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada :

a. Badan Usaha Milik Negara

b. Badan Usaha Milik Daerah.

c. Koperasi.

d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai usaha di bidang Pertambangan.

e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah terdapatnya Bahan Galian Golongan C yang bersangkutan.

f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara badan usaha dari perorangan sebagaimana tercatum pada huruf a, b, c, d dan e.

Pasal 4

(1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih;

(2) Permohonan SIPD harus dilampiri dengan :

a. Peta situasi wilayah Pertambangan yang dimohon dengan skala antara 1 : 1.000 s/d 1 : 10.000. yang diikat pada titik tetap dan batas-batas koordinator yang jelas;

b. Salinan Akta Pendirian Perusahaan yang menyebutkan usahanya di bidang pertambangan dan setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat;

c. Keterangan mempunyai Tenaga Ahli Pertambangan dengan syarat pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut :

1) Sarjana Teknik Pertambangan / Geologi.

2) Sarjana  Muda Teknik Pertambangan/Geologi.

3) Sarjana jurusan lain yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada aktivitas penambangan dengan dibuktikan dengan keterangan dari perusahaan yang bersangkutan.

4) Berijasah SLTA dengan pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun pada aktivitas penambangan.

5) Dengan disertai keterangan kesanggupan, Daftar riwayat pekerjaan. Photo copy KTP yang bersangkutan dan photo copy ijasah terakhir yang dilegalisir.

6) Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP).

(3) Permohonan SIPD Non Mekanis diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

(4) Walikota sebelum memberikan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) terlebih dahulu dimintakan pendapatnya dan rekomendasi dari :

a. Instansi terkait lainnya bila dianggap perlu tentang adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan dan pencemaran lingkungan;

b. Camat setempat.

Pasal 5

(1) Setiap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasii hanya diberikan 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

(2) Luas Wilayah yang diberikan maksimal 250 Ha untuk 5 (lima) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi.

(3) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) tahun.

(4) Permohonan perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah  (SIPD) sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diajukan kepada Walikota melalui Kantor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD.

Pasal 6

1) Setiap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi hanya diberikan 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C.

2) Luas wilayah yang diberikan untuk 1(satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi maksimum 10 (sepuluh) hektar;

3) Kepada  perorangan hanya dapat diberikan 1(satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi sedangkan kepada badan hukum dan koperasi dapat di berikan maksimal 5(lima) SIPD Eksploitasi;

4) Permohonan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi yang diajukan oleh Badan Hukum maupun Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) yang luasnya melebihi 10 (sepuluh) hektar dapat diberikan dalam 1 (satu) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi.

5) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Ekploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.

6) Permohonan perpanjangan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diajukan kepada Walikota melalui Kantor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). 

Pasal 7

(1) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dengan luas wilayah melebihi 50 (lima puluh) hektar hanya dapat diberikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Gubernur;

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi yang luasnya melebihi 50 (lima puluh) hektar dan telah diperpanjang 2 (dua) kali untuk perpanjangan berikutnya harus dapat persetujuan Gubernur.

Pasal 8

(1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi dapat mengurangi wilayah kerja dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan Persetujuan Walikota;

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi tidak dapat dipindah tangankan / dialihkan atau dikerjasamakan kepada pihak ke tiga kecuali dengan persetujuan Walikota.

Pasal 9

(1) Setiap Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) pengolahan dan pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan hanya di berikan 1 (satu) jenis Bahan Galian Golongan C;

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini dapat diberikan kepada Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi;

(3) Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dimaksud pada ayat 1 (satu) Pasal ini, diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.

Pasal 10

(1) Dalam pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) harus memperhatikan Pertambangan Rakyat yang sudah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);

(2) Surat Izin Pertambangan Daerah SIPD tidak boleh diberikan di Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum;

(3) Dalam Wilayah Pertambangan Daerah yang tidak boleh dilakukan pertambangan meliputi 

a. Tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum misalnya jembatan, jalan-jalan umum, saluran alir, listrik, dan sebagainya

b. Tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

c. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lain.

d. Bangunan-bangunan rumah tempat tinggal, sekolah-sekolah dan pabrik-pabrik dan tanah kecuali dengan izin yang bersangkutan.

(4) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan izin pertambangan Daerah, pemindahan bangunan pekerjaan umum dapat dilakukan oleh pemegang izin pertambangan Daerah setelah diperoleh izin dari Walikota.

Pasal 11

Surat Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dicabut apabila :

a. Memperoleh Surat izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C secara tidak sah.

b. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan.

c. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

d. Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) tidak melakukan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau selama-lamanya 2 (dua) tahun menghentikan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

e. Melalaikan kewajiban sebagai pemegang izin.

Pasal 12

Setiap Permohonan SIPD dikenakan biaya Leges sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB  II

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 12

(1) Walikota sebagai Kepala Pemerintahan  menetapkan Wilayah pertambangan Bahan Galian Golongan C;

(2) Walikota Sebagai Kepala Pemerintahan menetapkan Lokasi yang tertutup untuk pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 13

Walikota sebagai Kepala pemerintahan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruhnya pertambangan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG  SIPD

Pasal 14

(1) Setiap Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib membayar Pajak Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

(2) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota , Camat setempat, dan tembusan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, Derektur Jenderal PUOD melalui Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah, DirekturJenderal Pertambangan Umum melalui Direktur Tehnik Pertambangan Umum dan Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan;

(3) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) wajib membuat laporan hasil pemantauan Rencana Kelolaan Lingkungan  Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara berkala kepada Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih dan Instansi terkait;

(4) Guna kepentingan kelestarian lingkungan, kepada pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan membayar/menyetor uang jaminan reklamasi areal kepada Pemerintah Kota yang besarnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Prabumulih.

Pasal 15

(1) Pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya yang berada diatas tanah kepada pemilik tanah dalam lingkungan wilayah Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) maupun diluarnya;

(2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari 2 (dua) pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau lebih dibebankan kepada mereka secara bersama-sama.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Pembinaan, Pengawasan atas usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan Kota Prabumulih bersama unit kerja terkait lainnya;

(2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan kepada Perorangan, Badan Hukum dan Koperasi yang mengusahakan Pertambangan Bahan Galian Colongan C wajib memberikan  kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis;

(3) Dalam hal terjadi penyimpangan atas kewajiban pemegang Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), Kepala Kantor diberi kewenangan untuk memerintahkan penghentian sementara kegiatan, selanjutnya akan diusulkan Surat Pembatalan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang bersangkutan;

(4) Untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan, Kantor Lingkungan Hidup dan Pertambangan akan meminta keterangan dan/atau memberikan teguran/peringatan kepada Wajib Pajak atas kealpaan atau melampirkan Keterangan yang tidak benar (palsu), yang dapat merugikan keuangan Pemerintah Kota untuk diambil tindakan  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal  17

(1)  Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2)  Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)  Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal  18

(1)  Setiap  usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang terbukti  menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungannya diwajibkan melakukan pemulihan kerusakan yang terjadi dan dikenai  sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)  Setiap  usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang terbukti  menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungannya, apabila  tidak melakukan kegiatan pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membayar biaya pemulihan dan dikenai  sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E N Y I D I K A N

Pasal  19

(1)  Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2)  Dalam melaksanakan tugas penyidikkan para pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

d. Melakukan penyitaan benda atau surat

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksa perkara

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum tersangka atau keluarganya.

(3)  Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal  20

Segala hal yang berhubungan dengan Usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah diterbitkan sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini beserta hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal  22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di  Prabumulih

pada tanggal 10 September 2003

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

Diundangkan di  Prabumulih

pada tanggal September 2003

SEKERTARIS DAERAH

KOTA PRABUMULIH

HASBULLAH KEMIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2003 NOMOR 46 SERI E
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